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PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Bky

?-‘A)S‘U"‘A)M“mﬁ““

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Singkawang, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai

Tergugat ;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret

2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
pada tanggal 02 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1433 H,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 02 Juli 2012;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia
seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, saat
ini berusia sekitar 5 tahun;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Tergugat di Sepantai Kabupaten Sambas,
Namun sejak bulan Nopember tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Wonosari Kota Singkawang hingga saat ini;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir ini keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi
perselisihan atau pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak harmonis
lagi;

5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan
Tergugat mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri, Tergugat
cemburu, dan Tergugat sering mengatakan ingin mengembalikan

Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
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6. Bahwa pada tahun 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, namun setelah
Penggugat menjelaskannya, Tergugat tetap tidak mau mengerti dan malah
Tergugat marah sehinga terjadi adu mulut. Dalam pertengkaran tersebut
Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.
Akan tetapi Penggugat tetap bertahan. Hal ini sering terjadi terus menerus
walaupun Tergugat tidak mengacuhi Penggugat;

7. Bahwa awal Nopember tahun 2017, saat Tergugat hendak pergi kerja.
Tergugat tiba-tiba marah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan
kembali lagi menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki
lain. Akibatnya terjadi adu mulut yang selanjutnya Tergugat menyuruh
Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh
Penggugat mencari laki-laki lain;

8. Bahwa keesokkan harinya, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap
Tergugat, yang selalu curiga dan cemburu serta tidak memperhatikan
Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di
Singkawang. Sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat jarang komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami
istri. Akhirnya beberapa bulan kemudian Tergugat datang ke Singkawang
menemui Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak
dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik dan

Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat;
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10. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan
perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta
menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat ( Tergugat) terhadap
Penggugat ( Penggugat);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam
perkara ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat ( Tergugat) terhadap

Penggugat ( Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah
untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan
tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 17 April 2018 Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan

oleh suatu halangan yang sabh;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil,
adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan
surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02
Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samalantan, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut;

1. Saksi 1, saksi adalah abang kandung Penggugat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah sekitar 6 (enam) tahun yang laly;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai

1 (satu) orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melarang Penggugat
untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, Tergugat juga
melarang Penggugat untuk belanja keperluan Penggugat padahal
Penggugat juga bekerja, serta Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat sendiri pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
tetap rukun tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, saksi adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat selalu melarang Penggugat berkunjung ke
rumah keluarga Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat untuk
membeli keperluan Penggugat sedangkan Penggugat juga ikut bekerja,
dan Tergugat juga cemburu terhadap Penggugat, serta orang tua
Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan
apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar
Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis
dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai
dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
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tersebut  dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa sejak 3 (tiga) tahun Terakhir rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus, dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang
egois dan mau menang sendiri, Tergugat cemburu, serta Tergugat sering
mengatakan ingin mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidak datangannya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui
dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat dianggap dengan
sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya
di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tentang perihal peristiwa

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka
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Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai
suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah
dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,
maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan
sebagai bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan

Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan
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dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 2 Juli 2012 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun belakangan, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan
sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan
kewajiban suami istri;

- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras
ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi
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Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal,
bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan
yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah
dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut
sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar
keduanya terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang
berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat
dan Tergugat;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :
ladl s e asia aulidl 5
Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada

mencapai kemaslahatan” ;

dan petunjuk syari dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ol 53 dxa (3llay Las 121 S5 7 530 il jie ) gl A s 3l Ay Ll sl L) e i 130

Ak Al gilh lagin ~a¥) e (oLl Gae 5 Lllal (a3 pdal)

Artinya: “Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan

istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak dapat

lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan

tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan talak bain kepada

istrinya”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf () Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 24 April 2018
M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 H. oleh kami Arsyad, S.H.l
sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman
Hakim, S.Ag., M.H.l. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis, Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. Arsyad, S.H.L

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,-
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4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 460.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

6. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 621.000,-
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